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BPK NTT Serahkan Laporan Hasil Pemeriksaan Stunting di Kabupaten TTS 

 

Kupang, 19 Januari 2022 – Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Nusa Tenggara Timur 

menyerahkan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja atas Upaya Percepatan, Pencegahan dan Penurunan 

Stunting pada Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan. 

Penyerahan LHP Kinerja dilakukan oleh Kepala Perwakilan (Slamet Riyadi) kepada Pimpinan DPRD 

dan Kepala Daerah Kabupaten TTS,  di Kantor BPK Perwakilan Provinsi NTT. Dalam LHP tersebut terdapat 

beberapa hal yang perlu mendapat perhatian yaitu: 

1. Dokumen perencaan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan Rencana Kerja OPD Tahun 2021 

dan 2022 belum sepenuhnya menjadikan penanganan stunting sebagai program prioritas daerah; 

2. Pelaksanaan Program Intervensi spesifik berupa cakupan pemberian makanan tambahan (PMT) kepada 

balita stunting dan ibu hamil Kurang Energy Kronis (KEK) maih rendah; 

3. Pelaksanaan Program Kampanye dan Komunikasi perubahan perilaku belum menggunakan seluruh 

media komunikasi yang tersedia dalam upaya percepatan pencegahan dan penurunan stunting; 

4. Pemerintah Kabupaten TTS belum sepenuhnya melakukan pengawasan dan pembinaan kepada Desa 

untuk mengintegrasikan program dan kegiatan percepatan pencegahan dan penurunan stunting dalam 

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes); dan 

5. Pemerintah Kabupaten TTS belum menyusun Panduan Teknis Strategis Pelibatan Lembaga 

nonpemerintah dan melakukan koordinasi dengan organisasi keagamaan dalam rangka upaya senergi 

dengan lembaga nonpemerintah. 

BPK Perwakilan sangat mengapresiasi kinerja Pemerintah Kabupaten TTS dan mengharapkan dapat 

segera menindaklanjuti permasalahan tersebut sehingga dapat bermanfaat juga menjadi salah satu acuan 

perbaikan kinerja serta dalam menyusun laporan keuangan bagi Pemerintah Kabupaten di masa yang akan 

datang. 
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